
C(lBFI~N(lI{ CORONTALO
PERATURANGUBERNURGORONTALO

NOMOR i~ TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUK.A.N,SUSUNANORGANISASI, TUGAS DANFUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI GORONTALO
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa 'untuk lnelaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo
tentang K~dudukan, Susunan Organisasi, Tug-as dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi GorontaJo;,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
, .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
I

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 I tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah~
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomOT5587) scbagaimana telah di.ubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
I>erubahan Kedua aLas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

I

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomar 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tallluahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan SUSllnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daer~h
Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSIGORONTALO

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernuf ini yang dimaksud den-gan
1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut as as
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luisnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

t

.pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daeran otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
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6. Dif,las adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Gorontalo.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.

8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas
Otonomi.

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Drusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu, danl atau kepada gubernur
dan BupatijWalikota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum.

BAB n
KEDUDUKAN

PasaI2
(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh
Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas Pckcljaan UmUTIl dan Penataan Ruang menyelenggarakan
urusan pcmcrintahan di bidang Pekcrjaan Umum dan Pcnataan
Ruang untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan
pemerin tahan.

Pasa14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan
fungsi:
a. menyusun kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Provinsi

Gorontalo;
b. penyajian dan pelaksanaan pelayanan umum Kabupaten dan

Kota di bidang Peker:jaan Umum;
c. pem.binaan teknis dibidang Pekerjaan Umum; dan
d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB In
SUSUNANORGANISASI

Pasa15
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
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kepegawaian, perlengkapan,
dilingkungan Dinas Pekerjaan

c. Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah dan Pertanahan;

d. Bidang Sumber Daya Air;
e. Bidang Bina Marga;
f. Bidang Cipta Karya;
g. Bidang J asa Konstruksi; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BABIV
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

PasaI6
Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan
Pemerint.ahan Daerah dalam bidang Bidang Penataan Ruang dan
Pengembangan Infraetruktur Wilayah dan Pertanahan, Sumber Daya
Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Bidang Jasa Konstruksi yang
berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

Pasal 7
Dalam .melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. memimpin, mengendaJ.ikan, mengkoordinasikan seluruh kegiatan

pelaksanaan tugas Dinas di Provinsi Gorontalo.
b. menyiapkan data dalam menyusun program / rencana teknis

tahunan menurut bidang tugas.
c. mengadakan koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dalam lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum maupun instansi terkait dengan bidang
tugas masing - masing.

d. menyelenggarakan pengelolaan
keuangan dan kegiatan lainnya
Umum.

e. mengadakan pembinaan dan Peningkatan SDM di1ingkungan
pegawai Dinas Pekcrjaan Umum.

f. mengumpulj menganalisa dan membuat laporan serta
melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas.

g. melaksanakan Lugas dan kevirajiban berdasarkan kebijakan
petunjuk teknis Gubernur Provinsi Goronta1o.

h. melaksanakan tugas - tugas lain Kepala Dinas di bantu oleh
Sekretaris, Bagian Keuangan, Kepa1a-Kepa1a Sub Dinas, UPTD
dan Kelompok Jabatan Fungsiona1; dan

1. pe1aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan
kepegawaian.

Pasa19
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretaris menye1enggarakan fungsi:
a. pe1aksan,aan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta

menyuslln laporan;
b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
c. pengelolaan umum dan Kepegawaian;
d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan

kegiatan dinas secara berkala; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 11
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun
perencanaan dan evaluasi program kegiatan, penyusunan laporan
kinerja dan melaksanakan pendataan.

Pasa.l 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
a. menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana

program kegiatan;
b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan

pengenda.lian serta laporan pelaksanaan program kegiatan;
c. mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan

rencana program Kegiatan;
d. menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan

anggaran tahunan;
c. melakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja langsung;
f. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
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g. menganalisa bahan -bahan pelaporan dan melakukan
penyusunan laporan bulanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Standar Operasional Prosedur (SOP~, Laporan Akunt8:bilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),Laporan PenyeJenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPDI, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Evaluasi Monitoring Program
Kegiatan; dan

h. pelaksanaan fung~i lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13
Sub Bagian Kewmgan mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan keuallgan, pe1aporan, pertanggungjawaban, verifikasi
dan pcngcmraSaII.

Pasa] 14
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana. dimaksud dalam
Pasal 13, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. menatausahakan pengelolaan keuangan; .
b. menghimpun dan mengoJah data keuangan;
c. menyusun laporan keuangan SKPD;
d. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara

lain:
1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh PPTKdan telah disetLljuioleh PAfKPA;
2. kelengkapan SPP-UPjGUjTUP, SPP-UPjGUjTUP-Nihil dan

SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
yang' telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran.

f. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
g. menyiapkaJ:l dan menerbitkan SPM;
h. rirengajukan SPM beserta ke1engkapan dokumen kepada BUD

II!elalui bendahara pengeluaran;
1. mengelola pembayaran gaji pegawai~
J. n:engendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

bendahara pengeluaran;
k. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM,

Benerimaan SFJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
1. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan

definitive anggaran jkegiatan, register kontrakjSurat Perintah
Kerja, daftar realisasi pembayaran kont.rak dan realisasi
pembayaran per nomor kontrak;

m. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan
akuntansi;

n. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan
pengawasan dan pengendalian;

o. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan
melaporkan kepada BUD serta PA;
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p. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan
laporan keuangan; dan

q. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan
perubahan anggaran; dan

r. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pelayananan administrasi umum, kehumasan,
ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan
administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Sub Bagian l)mum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

barang perlengkapan;
d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
e. mengusulkan penp,ufUSbarang dan pembantu pengurus barang

milik daerah;
f. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi

pegawai berbasis aplikasi;
g. pengembangan kapasitas SDMAparatur;
h. penye1enggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan,

keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
1. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
J. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;
k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan

dari Sekretaris;
1. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin

yang menjadi tanggungjawabnya;
n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan

pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN,

dan SPf;
p. menyiapkan' serta menghimpun data tentang sasaran kinerja

pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
Minimum (SPM);

q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi
jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;

r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
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s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan
pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit
kerja yang membutuhkan sesuai dengan rene-ellapengadaan yang
ditetapkan;

t. melaksanakan tugas kehumasan;
u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas

serta administrasi perjalanan dinas;
v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan penglnman

, '

surat, penggandaan naskah dinas (SPT/ SPPD/ Konsep Surat
berdasarkan te1aahan bidang-bidang), kearsipan dinas;

w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan
naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan
p'emerintah daerah; dan

x. pe1aksa:r:aan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
Bagian Ketiga

Bidang Penataan Ruang dan
Pengembangan Jnfrastruktur "VVilayahDan Pertanahan

Pasal 17
Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Pertanahan
mempunyai tugas merencanakan, mengendalikan, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan dibidang penataan ruang, inratsruktur
wilayah dan pertanahan.

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur
vVilayahdan. Pertanahan menye1enggarakan fungsi:
a. melaksankan seluruh tugas penataan ruang, pengembangan

infrastruktur wilg.yah dan pertanahan terutama pelaksanaan
rencana kerja yang tdah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar
Pelaksanaan Anggaran;

b. memimpin seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan
dituangkan dalam Anggaran. Memberikan pengarahan dan
petunjuk-petunjuk kepada kepala-kepala seksi dibawahnya
unt.uk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
keluaran,/ output yang telah ditetapkan;

c. menyiapkan rumusan program perencanaan, pemanfaatan dan
pengenda1ian pemanfaatan ruang 'serta Pengembangan
Infrastruktur Wilayah dan Pertanahan ;

d. menyiapkan rumusan strategi dan kebijakan penataan ruang,
pengembangan infrastruktur wilayah dan Pertanahan;

e. menyiapkan rumusan keterpaduan program Pengembangan
infrastruktur wi1ayah, tata ruang dan pertanahan;

f. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi keterpaduan program
pengembangan infrastruktur wilayah, tata ruang dan pertanahan;

g. memberikan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan ruang dan
persetujuan substansi rencana nnCl tata ruang
Kabupatenf Kota; dan
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dimaksud dalam
dan Pengembangan

dimaksud dalam
menyelenggarakan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19
Bidang Penataan Ruang Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan
Pertanahan terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan Penataan Ruang dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah;
b. Seksi Pertanahan; dan
c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Infrastruktur

Wilayah.

Pasa120
Seksi Perencanaan Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana tata
ruang dan 'program pengembangan infrastruktur wilayah dalam
menyelenggarakan tugas seksi perencanaan penataan ruang dan
pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasa121
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
Pasal 20, Seksi Perencanaan Penataan Ruang
Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanaan Kegiatan Perencanaan Bidang Penataan ruang dan

pengembangan infra.struktur wilayah Provinsi Gorontalo;
b. menyusun program kerja dan membuat usulan tata ruang dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
I

c. mempersiapkan bahan penyusunan rencana program tahunan
tata ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

d. melaksanakan perencanaan tata ruang dan pengembangan
infrastruktur wilayah berbasis spasial (SIG);

e. melaksanakan kegiatan pengembangan SDM bidang tata ruang
dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pa.sa122
Seksi Pertanahan mempunyai tugas melakukan menyusun rencana ,
program dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan ,koordinasi,
konsolidasi penyiapan rumusan kebijakan kepala daerah tentang
keagrariaan dan menfasilitasi administrasi pembebasan tanah untuk
kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 23
Dalam melaksanak21l tugas sebagaimana
Pasal 22, Seksi Pertanahan mempunyai tugas
fungsi:
a. menyusun program dan kegiatan kerja seksi pertanahan;
b. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan survey, pengukuran, dan

pemetaan, pengendalian pertanahan dan pemberdayaan
masyarakat;
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terkait pembatalan
Rencana Tata Ruang

rapat koordinasi
dan Regional dan
koordinasi Badan

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanahan di
lingkungan pemerintah provinsi;

d. penyiapan rapat koordinasi dengan instansi pengguna dan
instansi terkait lainnya ditingkat provinsi kabupaten/kota;

e. mengumpulkan dan menginveritasi data laporan permasalahan
bidang pertanahan dan kebutuhan pengadaan tanah dari satuan
kerja perangkat daerah untuk kepentingan pembangunan;

f. melakukan koordinasi terhadap rencana letak penggunaan tanah
dengan instansi terkait; dan

g. pelaksanaan fungsi lRin sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24
Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Infrastruktur Wilayah
mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, evaluasi kesesuaian
dan keterpaduan program pemanfaatan ruang dan pengembangan
infrastruktur wilayah.

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Infrastruktur
Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. melakukan evaluasi terkait pemanfaatan dan pengendalian tata

ruang dan keterpaduan program pengembangan infrastruktur
wilayah;

b. menyiapkan rekomendasi terkait evaluasi pemanfaatan ruang dan
keterpaduan program pengembangan infrastruktur wilayah sesuai
rencana tata ruang wilayah Provinsi;

c. menyusuil laporan untuk keperluan
pembangunan (Rakorbang) tingkat Provinsi
menyusun laporan untuk kegiatan rapat
Kqordinasi Tata Ruang Daerah (BKPRD);

d. memberikan pertimbangan teknis
pe,manfaatan ruang yang tidak sesuai
Wilayah Provinsi;

e. melaksanakan inventarisasi dan tindak lanjut terhadap laporan
terkait ketidaksesuaian pemanfaatan ruang;

f. melakukan fasilitasi dan koordinasi terkait operasi terpadu
pengendalian pemanfaatan ruang;

g. me'Iakukan monitoring dan evaluasi kinerja Tata Ruang dan
Pengembangan Infrastruktur wilayah provinsi gorontalo; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 26
Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
teknis di bidang irigasi, sungai, danau, rawa, pantai dan air tanah
dan pelayanan dan pemanfaatannya.
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Pasal27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

I

a. menyiapkan rumusan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air;
b. menyusun rencana pengelolaan sumber daya air;
c. melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan

pengelolaan sumber daya air;
d. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
e. memberikan pelayanan dalam pemanfaatan iriga$i, sungai,

danau, rawa dan pantai serta air tanah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal28
Bidang Sumber Daya Air terdiri dari
a. Seksi Teknis Sumber Daya Air;
b. Seksi Irigasi dan Air Tanah; dan
c. Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau.

Pasa129
Seksi Teknis Sumber Daya Air mempunya,i tugas melaksanakan
program dibidang teknis ~;umberdaya air.

Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal29,
Seksi Teknis Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan Detail Design Pekerjaan Sumber Daya Air;
b. melaksanakan Survei dan Pengkajian. Lokasi-Iokasi sumber

tenaga air dan pengelolaan data hidrologi;
c. menginventaris bangunan-bangunan Sumber Daya Air.
d. membuat Laporan program untuk disampaikan ke Sub Bagian

Perencanaan dan evaluasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal31
Seksi Irigasi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan
operasional dan pemeliharaan (O&P) irigasi serta membimbing
perkumpulan petani pemakai air (P3A).

P8.sa132
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31, Seksi Irigasi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:
a. menghimpun data dan membuat laporan pemanfaatan air irigasi;
b. melaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (O&P) Jaringan

Iri~gasi;
c. memonitor penyediaan dan pembagian air irigasi dan air tanah

dcilam rangka menunjang pertanian;
d. melaksanakan bimbingan pengairan kepada perkumpulan petani

Pemakai Air (P3A);
e. mengembangkan Daerah lrigasi dan daerah air tanah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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Pasa133,
Danau

Pasa133
Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau mempunyai
tugas melaksanakan program pengendalian, operas! dan
pemeliharaan (O&.P), prasarana sungai, danau, rawa dan pantai serta
membuat neraca air.

Pasa134
Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Seksi Pengelolaan Sungai, Raw-a, Pantai dan
menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun program penanganan dan pengendalian sungai~ rawa~

pantai dan danau;
b. me1aksanakan Operasi dan Peme1iharaan sungai, rawa, pantai

dan danau;
c. menghimpun dan Menyusun laporan neraca air;
d. melaksanakan inventarisasi kerusakan sungai, rawa, pantai dan

dana akibat bencana a1am;dan
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Bina Marga

Pasa135
Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan,
pembinaan teknis dan mengkoordinasikan kegiatan kebinamargaan
di Provinsi Gorontalo.

Pasa136
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, bidang bina rnClrga menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun. rencana pe~lgembangan prasarana dan sarana jalan

dan jembatan~
b. menyusun renccma program teknis bidangjalan danjembatan;
c. me1aksanakan pembangunan dan peme1iharaan ja1an dan

danjembatan;
d. melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan fisik dan

jembatan;
e. mengkoordinasikan kegiatan kebinamargaan; dan
f. pe1aksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa137
Bidang Bina Marga terdiri dari:
a. Seksi Teknis Bina Marga;
b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasa138
Seksi Teknis Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan tugas
dibidang teknis Jalan dan Jembatan.

12



Pasa139
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
Seksi Teknis Bina Marga menyelenggarakan fungsi
a. mengumpulkan bahanl data penyusun perencanaan program

kegiatan kebinamargaan;
b. melaksanakan datal inventarisasi jalan dan jembatan;
c. melaksanakan kegiatan perencanaan teknisl detail design bidang

jalan dan jembatan;
d. membuat usulan pembangunan jalan dan jembatan untuk

disampaikan ke sub dinas perencanaan;
e. memfasilitasi teknik pelaksanaan fisik jalan dan jembatan;
f. menfasilitasi dan mengkoordinasi penyelengaaraan jalan

daerah; dan
g. pelaksan~an fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa140
Seksi, Pembangunan Jalan dan Jembatan
melaksanakan sebagian tugas bidang Bina
pembangunan Jalan dan ~Jembatan.

mempunyai tugas
Marga di Bidang

Pasal41
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal40,
Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:
a. mengumpulkan bahanl data penyusunan perencanaan program

I

kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
b. memeriksa data lapangan untuk keperluan review desain utnuk

pembangunan jalan dan jembatan;
c. membuat. usulan pembangunan jalan dan jembatan untuk

disampaikan kepada teknis bina marga;
d. menyiapan data progres di lapangan untuk dimasukan dalam

rapat koordinasi dan evaluasi proyekjkegiatan;
e. melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
f. menyiapkan penerimaan proyek selesai; dan
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa142
Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas
melaksanakan pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasa143
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasa142,
Pemeliharaan Jalan dan ...kmbata11.menyelenggaraka11.fungsi:
a. mengumpulkan bahan/data pe11.yusu11.anperencanaan program

kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
b. memeriksa data Lapangan untuk keperluan reVIew design

pemeliharaan jala~ dan jembatan;
c. membuat usulan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk

disampaikan ke pada seksi Teknis Bina Marga;
d. menyiapkan data progres dilapangan untuk dimasukkan dalam

rapat koordinasi evaluasi proyek j kegiatan;
13



e. melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan
jembatan;

f. menyiapkan Penerimaan Proyek selesai; dan
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Cipta Karya

Pasal44
Bidang Cipta Karya melaksanakan tugas di bidang perencanaan,
pembinaan teknis dan mengkoordinasikan kegiatan keciptakaryaan
di Provinsi Gorontalo.

Pasa145
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasa144, Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana program dan rencana kerja tekni~ bidang

sarana dan prasarana permukiman, tata bangunan dan
lingkungan serta penyelenggaraan air minum dan penyehatan
lingkungan permukiman;

b. memimpin bidang sesuai seksi yang ada dalam lingkungan
kerjanya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya;

c. melaksanakan program kegiatan sarana dan prasarana
permukiman, penataan bangunan dan lingkungan serta
penyelenggaraan aIr minum dan penyehatan lingkungan
permukiman;

d. melaksanakan pembinaan saran a dan prasarana permukiman,
pe;nataan bangunan dan lingkungan serta penyelenggaraan air
minum dan penyehatan lingkungan permukiman;

e. m€ngkoordinasikan kegiatan keciptakaryaan dengan SKPDterkait
dan Pemerintah KabupatenjKota; dan

f. pe1aksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa146
Bidang Cipta Karya terdiri dari :
a. Seksi Teknis Cipta Karya;
b. Seksi Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan

Lingkungan; dan
c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman.

Pasa147
Seksi Teknis Cipta Karya mempunyai tugas ¥1elaksanakan sebagian
tugas Bidang Cipta Karya dibidang Perencanaan Teknis Cipta Karya.

14
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Pas8J 48
Dalam, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Seksi Teknis Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana teknikj detai design bidang sarana dan

prasarana permukiman, air minum dan sanitasi seperti jalan
lingkungan, jalan akses. Drainase lingkungan, bangunan gedung,
RTH, TPA, air limbah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan
bidang keciptakaryaan;

b. membuat laporan dan pengelolaan data lapangan pengembangan
kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan,
pelaksanaan spam dan penyehatan lingkungan permukiman;

c. menyusun rencana kawasan siap bangun (kasiba);
d. menyusun program dan rencana teknis pengembangan kawasan

permukiIT,lan, penataan bangunan dan lingkungan, pelaksanaan
spam dar:.penyehatan lingkungan permukiman;

e. mengkoordinasikan pclaksanaan fisik bidahg keciptakaryaan;
f. melakukan pcn8.tausahaan terhadap dokumen-dokumen

perencanaan keciptakaryaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pc::' sal 49
Seksi Pengcmbangan Permukiman dan Penataan Bangunan
Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
Cipta Karya di bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan
Bangunan Lingkungan.

Pasa150
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, Seksi Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan
Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan pembangunan infrastruktur termasuk sarana dan

prasarana yang menunjang penyelenggaraan penanganan
kawasan perumahan permukiman dan kawasan agropolitan,
minapolitan serta penataan bangunan dan lingkungan;

b. melakukan pembinaan teknik, pengawasan teknik, dan fasilitasi
penyelenggaraan bangunan permukiman dan penataan bangunan
gedung miHk pemerintah, serta pengembangan keswadayaan
masyarakat dalam penataan lingkungan ;

c. m~lakukan pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi
dan revitalisasi kawasan, bangunan bersejarah, kawasan
tr<;tdisional, RTH, serta penanggulangan bencana alam dan
kerusuhan sosial;

d. memberikan pembinaanjbantuan teknis dalam penyelenggaraan
R:tnperda Bangunan gedung; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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Pasa151
Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukimanmempunyai tugas
melaksanakan pembangunan utilitas dan fasilitas, pengembangan
infrastruktur bidang air minum dan sanitasi Permukiman.

,

Pasa152
Dalam melaksanakan tugas tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51, Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman
menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan pembangunan utilitas dan fasilitas untuk

meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan;
b. memberikan pembinaan dan bantuan teknis dalam

melaksanakan penyusunan dokumen-dokumen pendukung
pengembangcl.ll mr mmum dan penyehatan lingkungan
permukiman~

c. melaksanakan pengembangan infrastruktur bidang aIr mmum
dan sanitasi;

d. memotivasi masyarakat dalam pemanfaatan sarana lingkungan
yang telah dibangun pemerintah maupun masyarakat;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyehatan lingkungan permukiman;

f. memotovasi masyarakat dalam pemanfaatan air bersih dan
kelestarian lingkungan permukiman;

g. menginventarisasi bangunan air bersih dan sarana lingkungan
yang telah dibangun pemerintah maupun masyarakat
menyampaikan rencana dan program air bersih dan prasarana
lingkunga.n kepada Kepala Bidang Cipta Karya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 53
Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kerja sarna,
pemberdayaan dan mengkoordinasikan kegiatan Jasa Konstruk~i di
Provinsi gorontalo.

Pasa154
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53, bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana program dan rencana kerja teknis bidang jasa

konstruksi;
b. memimpin bidang sesuai seksi yang ada dalam lingkungan

kerjanya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya;
c. melaksanakan program kegiatan kerja sarna, pemberdayaan

koordinasi di bidang jasa konstruksi;
d. melaksanakan pembinaan program kegiatan keIja sarna,

pemberdayaan koordinasi di bidang jasa konstruksi;
e. mengkoordiriasikan kegiatan jasa konstruksi dengan SKPDterkait

dan Pemerintah Kabupatenj Kota; dan
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f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal55
Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari
a. Seksi Teknis Jasa Konstruksi;
b. Seksi Kerjasarna dan Pernberdayaan; dan
c. Seksi Bina Jasa Konstruksi;

Pasal56
Seksi Teknis Jasa Kontruksi rnernpunyai tugas melaksanakan kerja
sarna dan pernberdayaan, pernbinaan , monitoring, evaluasi terhadap
masyarakat jasa konstnlksi.

Pasal57
Dalam melaksal)akan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56,
Seksi Teknis' Jasa Kons"truksirnenyelenggarakan fungsi:
a. mengumpulkan bahan/ data penyusun .perencanaan program

k~giatan jasa konstruksi;
b. melaksanakan data/inventarisasi bidang jasa konstruksi;
c. melaksanakan kegiatan perencanaan teknis bidang jasa

konstruksi;
d. membuat usulan bidang jasa konstruksi untuk disampaikan

I

ke sub dinas perencanaan;
e. memfasilitasi teknik pelaksanaan bidang jasa konstruksi;
f. rnenfasilitasi dan mengkoordinasi penyelengaaraan bidang jasa

konstruksi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa158
I

Seksi Kerja Sarna dan Pemberdayaan mempunyai tugas
rnelaksanakan kerjasama dan pemberdayaan, pernbinaan,
monitoring, dan evaluasi terhadap masyarakat jasa konstruksi.

Pasal59
Dalam mdaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa158,
Seksi Kerjasarna dan Pernberdayaan menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan Kerja Sarna dengan lembaga pengembangan jasa

Konstruksi (LP,JK),Asosiasi Jasa Kosnstruksi, Asosia Profesi,
Pcrguruan Tinggi , Badan Usaha Jasa Konstruksi tentang
peningkatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK)Jasa Kosnstruksi

b. melaksanakan Pemberdayaan terhadap tenaga kerja/Tukang,
Mandor, Penanggungjawab teknik badan usaha, pengawas
lapangan, operator dan masyarakat jasa konstruksi lainnya
melalui pelatihan dan sertifikasi; dan

c. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa160
Seksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas me1aksanakan
pembinaan di bidang Jasa Konstruksi.
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Pasal61
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa160,
Seksi Bina Jasa Konstruksi dan Keljasama menyelenggarakan fun~si:
a. menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-

undangan Jasa Konstruksi.
b. melaksanakan sosialisasi produk-produk hukum di Bidang Jasa

Konstruksi Provinsi dan Kabupaten j Kota.
c. melaksanakan Rapat Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi

Provinsi dan KabupatenjKota
d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Bidang Jasa Konstruksi.
e. melaksanakan Monitoring dan evaluasi pembentukan tim

Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo dan
Kabupaten j Kota.

f. melakuk~n konsolidasi dan pertemuan dengan unsur pimpinan
LPJKD untuk melakukan koordinasi dan pertukaran informasi
agar pelaksanaan tugas-tugas dapat terkoordinasi dengan baik.

g. melakukan pengawasan pelaksanaan proyek konstruksi baik di
Tingkat Provinsi Kabupaten j Kota untuk terpenuhinya tertib
penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

h. melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi secara sistematis,
konsisten dan efektif serta efisien agar mampu mendukung peran
strategis Jasa Konstruksi.

1. melaksanakan kemitraan yang sinergis dengan badan usaha yang
saling terkait; dan

J . p~laksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasa162
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

I

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa163
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fUllgsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerj<;l.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
TATA KERJA

PasaI64
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan
pejabat pengawas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

I

Ruang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan tugas masing-
masmg.

Pasa165
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
8. bertanggungjawab rr.emimpin dan mengoordinasikan

bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bavvahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambillangkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa166
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator
dan pejabat pengawas dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan wajib
mengadakan rapat berkala.

Pasa167
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya
masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa168
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan
pejab~t pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk
kepaqa bawahan.

BAB VII
ESELON,PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal69
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan

pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bid2.ng merupakan merupakan

jabatan eselon IlIa atau jabatan administrator.
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(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan
eS,e1onIVa atau jabatan pengawas.

Pasal 70
(1) P~jabat struktural eselon II

diberhentikan oleh Gubernur.
(2) Pejabat struktural eselon III ke

diberhentikan oleh pejabat yang
oleh GubernuT Provinsi Gorontalo.

I

ke bawah diangkat dan

bawah dapat diangkat dan
diberi pelimpahan wewenang

BAB VIII
KETENTUANLAIN- LAIN

Pasal71
Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABIX
UNITPELAKSANATEKNIS

Pasal72
(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau

tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
Pasal 73

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana
dimaksud d':llam Pasal 72 ayat (1) ditetapkan dengan Peratur<;ln
Gubernur setelah dikonsuitasikan secara tertulis kepada Menteri.

BABX
KETENTUANPERALIHAN

Pasal74
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya
jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Gubernur ini.

BABXI
KETENTUANPENUTUP

Pasal75
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2014 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 76
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2016
PIt. GUBERNUR GORONTALO,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 l.J0:7fe~li.ior, 2016
SEKRETARIS DAERAH PRO GORONTALO,

WINAt!r!' NOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 6~.

t
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LAMPIRAN PERATURANGUBERNUR GORONTALO
NOMOR C9 ~iliN 2~:L6
TANGGAL: 23 l)esomber 2@l6
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG PROVINSI GORONTALO

KEPALA DINAS
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